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ABSTRAK 

Pengaturan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terkait hak pilih dan hak politik dalam pemilihan 

umum telah diatur sejak awal kemerdekaan Indonesia. Berbagai macam aturan muncul guna 

membatasi hak pilih dan hak politik ASN, TNI, dan Polri. Namun penyalahgunaan wewenang oleh 

penguasa terhadap hak pilih dan hak politik ASN, TNI, dan Polri banyak terjadi dimulai pada masa 

Orde Lama ASN menjadi terpecah belah akibat kebijakan politik saat itu, serta dijadikannya TNI 

dan Polri sebagai kekuatan sosial dan politik pada zaman Orde Baru, dan pada era Reformasi ASN 

sering dijadikan alat untuk memenangkan pasangan calon pertahana dalam Pemilihan Umum 

Kepala Daerah. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah pertama bagaimana pengaturan 

hukum netralitas ASN, TNI, dan Polri terkait hak pilih dan hak politik dalam pemilihan umum, 

dan yang kedua adalah apa urgensi pengaturan hukum netralitas ASN, TNI, dan Polri terkait hak 

pilih dan hak politik dalam pemilihan umum. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam 

penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif, dan data yang digunakan adalah data 

sekunder, serta pengumpulan data berupa studi dokumen (kepustakaan). Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaturan hukum netralitas ASN, TNI, dan Polri terkait hak pilih dan hak 

politik dalam pemilihan umum, dan mengetahui urgensi pengaturan hukum netralitas ASN, TNI, 

dan Polri terkait hak pilih dan hak politik dalam pemilihan umum. Hasil penelitian skripsi ini dapat 

disimpulkan bahwa sejak awal kemerdekaan pengaturan pembatasan hak pilih dan hak politik 

ASN, TNI, dan Polri dibatasi karena ASN, TNI, dan Polri sering dijadikan kepentingan oleh 

penguasa. Pengaturan hak pilih dan hak politik ASN, TNI, dan Polri sangatlah penting karena 

peran dari ASN, TNI, dan Polri sangat strategis dalam pembangunan, pertahanan keamanan, dan 

ketertiban. Pengaturan hak pilih dan hak politik ini juga menandai bahwa ASN, TNI, dan Polri 

wajib mengundurkan diri jika ikut mencalonkan diri dalam pemilihan umum. 
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